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TENTANG
FAJAX PONGADBILAN D N PENGOLAHAN BAEAN
GALT AN GOLONGAN C
DENGAN RATHMAT TUHAN YANG LNAFA BSA
VALIXOTATADYA ¥KEPALA DATRAR TINGKAT 1T PAKCKALPINANG
ierimbeng : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e
Undeng-undang NomoT 18 Tehun 1997 tentang
rajak Daerah dan Retribusi Daerah, ~ Pajek
Pengambilan dan Pengolehan Bahen Galian
Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah -
Tingkat II. )
. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana di

maksud huruf a perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat @ 1. Undang-undang Nomor 28 Tzhun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kota~
praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Tahun 1959 Komoxr 73, Tambahan lembaran Ne-
gara Nomor 1913).

2, Undang-undang Nomoxr 5 Tehun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerzh (Lemba-
ran Negara Tehun 1974 Nomor 38, Mambahan
Lembaran Negaxa Nomor 3037) .

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Sukun acara Pidena (Lembaren Negara Tahun
1981 NO 76,Tambahen Tembaran Negara N03209
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Undang-undang Nomor 17 Tehun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lemba -
ran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684 ).

Undang-undang Nomox 18 Tehun 1997 tentang
Pajek Daerah dan Retribusi Daerah ( Lemba-
ran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Iembaran Negara Nomor 3686).

Undang-undang Nomor 19 Tehun 1997 tentang
Penagihan Pajek dengan Surat Paksa (Lemba-
ran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980
tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan
C (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor
Tambzghan Lembaran Hegara Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabu -
paten Daerah Tingkat II Bangka (lembaran -
Negara Nomor 15 Tzhun 1584, Tembzhan Lemba
ran Negara Nomor 3269).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah (ILembaran Negara Ta~-
hun 1997 Nomor 54, Tambzhan Lembaran Nega-
ra Nomor 3691).

Keputusan lienteri Dalam legeri Nomor 4 Ta -
hun 1993 tenteng Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungén Pemerintah Daerah, Jo.
Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum
Fengenai Penyidik Pegewai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerzh,

Keputusan lenteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahund993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
den Peraturan Perubahan.

Keputusan FMenteri Dalam Negeri Nomor 170 Ta
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan -
Pajak Daerah.

Keputusan Fenteri Dalam Negeri Nomor 173 Ta
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i hun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bi -
dang Pajek Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah Kotamad
ya Daerah Tingkat II Pangkalpinang. :
NMEMUTUSKAN
Menetapkan : PZRATURAN DAERAH KOTAMADYA DA-RAH TINGKAT 11
PANGXALPINANG TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PENGOLAHAN BAHAN GALTAN GOLONGAN C.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerzh adalah Kotamadya Daerah Tingkat IT Pkpinang.
b, Pemerintah Daerah adaleh Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkalpinang.
¢. Kepala Daerzh adalah Walikotamadya Kepala Daereh Ting-
kat II Pangkalpinang.
d. Wileyah Daerah adalah Wileyah Daerah Kotamadya Daerah
Pingkat II Pangkalpinang.
e. Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Xota -
nmadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
f. Kas Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat Il Pang
kalpinang.

h. Bahan Galian Golongan C adalah bahan Galian Golongan C
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

g. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan
¢ yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Dae-
rah atas. pengambilan dan pengolahan bahan galian Golo-
ngan C. ' .

i. Eksploitasi Bzhan Galian Golongan C adalah pengambilan
bahan galian golongan C dari sumber alam dan atau per-
mukaan bumi untuk dimanfaatkan.
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Surat Pemberitahuan Pajak Daersh yaeng selanjutnya  di-
singkat SPTPD adalah surat wang digunakan oleh wajib
Pajek untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak
yeng terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Per
pajakan Daerah,.

Surat Setaran Pajak Daerzh yang selanjutnya disingkat
557D adaleh surat yang digunekan oleh Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang teru -
tang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan-
oleh Hepala Daerah,

Surat Ketetapan Pajek Daerah yang selanjutnya disingkat
SXPD adalah Surat Keputusen yang menentuken besarnya
Jumlah Pajek yang terutang.

Surat Ketetapan Pajek Daerah Kurang Bayar yang selanjut
nya disingkat SEPDKB adalah Surat keputusan yang menen-
tukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah keku-—
rangan pembayaran pokok pzjak, besarnya sanksi adminis~
trasi dan jumlah yeng masih herus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambzhan yang
selanjuntaya disingket SEPDKBT adalah Surat Keputusen
yeng menentukan tambehan atas jumlan pajak yang telah
ditetapkan,

Surat Yetetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjute
nya disingkat SKPDLB adalzsh Surat Keputusan yang menen-
tuken jumlah kelebihan pembayaran Fajak karena  jumlah
kredit Pajek lebih besar dari Pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnys di
singkat SIFDN adalah Surat Keputusan yang menentukan -
Junlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit
Pajek atau Pajak tidak terutang den tidak ada kredit
Pajek, :
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanutnya disingkat ST
D adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sank
si administrasi berupa bunga dan atau denda,

BAD II

NAMA, OBYEZXK DAN SUBYEK PAJ4X
Pasal 2
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Dengan Nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan
Gelian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan eksploi
itasi bzhan galian golongan C. |,

Obyek Pajek adalah kegiatan eksploitasi behan galian
Golengan C.

Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi :

a. Asbes

b. Batu Tulis

c. Batu Setengah Permata
d. Batu hepur

e. Batu Apung

f, Batu Fermata

. Bentonit

h, Dolonit

i. Feldspar

j. Garam Batu (Halite)
k, Grafit

1. Grenit

m. Gips

ne Kelsit

0. Heolin

p. leusit

q. legnesit

r, Hika

g. larmer

" t, Nitrat

u. Opsidiean
vV, Okexr

w. Pasir dan Kerikil
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aa,
bb.
CC,
dd.
€€,
£

g8,
hh,

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

oT7

Pasir Kuarsa
Perlit

Phospat

Talk y
Tanah Serap (Fulleks Earth)
Tanah Ditome

Tenah Liat

Tawas (alum)

Tras

Yarosit

Zeolit

Pasal 3
Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang me
ngeksploitasi bahan galian Golongan C
¥Wajidb Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang me -
nyelenggarakan Eksploitasi bahan galian Golongan C.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARTF PAJAK
Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak adeleh nilai jual hasil eksploi
tasi bahen galian golongan C,

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihi~
tung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploita~
si dengan nilei pasar atau hargas standart mas:.ng- ma~
sing jenis bahan galian golongen C,

Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada
masing-masing jenis bazhan galian golongan C ditetap -
kan secara priodik oleh Kepala Dzerah sesuai  dengan
harga rata~rata yang berlaku dilokasi setempat.

Harga standart sebagaimana dimeksud pada ayat (2) di
tetapkan oleh instansi yang berwewenang dalam bidang
penambangan bahan galian golongan C,

- Pasal 5

Besa.rnya tarlf Pajek ditetapkan 20 % (dua puluh persen)

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITURGAN PAJAX
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Pasal 6
(1) Pajek yang dipungut di wilayah Daerah.,

(2) Besarnya Pajek yang terutang dihitung denmgen  cara
mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pa
sal 5 dengan dasar pengenasn Pajak sebagaimana dimak
sud dalam pasal 4. : .

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PidBERITAHUAN PAJAK DAERAL

Pasal T

lasa Pajek adalah jangka waktu yang lamanya 1 (s2tu) bu-
lan taakwim.

Pasal 8
Pajak terutang dalam masa Pajek terjadi pada saat kegié—
tan eksploitasi banhan galian golongan C dilakukan.
Pasal 9
(1) Setiap Wajib FPajak wajib mengisi SPTFD.

(2) SPIED sebagaimana aimaksud pade ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh Wajib Pajak ateu Kuasanyae

(3) STED sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disempal -
kan kepada Kepala Daerah celambat-lambatnya 15 (lima
pelas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampeian—
SPIPD ditetapkan Kepala Daerah. i

BAB VI
TATA CARA PEREITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

(1) Bersadarkan SPTFD sebagaimana dimeksud delem pasal-
10 ayat (1) Kepala Daerah menetapken pajek terutang
dengah menerbitkan SKFD.

(2) Apabila SKFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ti-

dak atau kurang dibayar setelah lewat wakiu paling
1ema 30 (tiga pululkr) hari sejak SKPD diterima, dike
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(2)

(3)

(4)
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nakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar © 2 %
(dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan~
STFD, 3

Pasal 11

Wajib Pajak yang membayar sendiri STFD sebagaimana di
meksud dalam pasal 10 ayet (1) digunakan untuk menghi
tung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri -
yang terhutang.

Dalam Jangka waktu 5 {lime) tahun sesudah saat teru -
tangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan : *

a. SKPDKB
b, SKPDKBT
c. SKPDN

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di-
terbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketera-
ngan lain Pajak yang terutang tidak ataun kurang
dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bu-
nga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk -~
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)bulan
dihitung sejak seat terutangnya Pajak.

b, Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 ¢ (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang
kurang atzu terlembat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejek saat terutangnya Pajak,

¢. Apabila kewajiban mengisi SPTFPD tidak dipenuhi, Fa
jak yang terutang dihitung secara jabatan dan dike
nakan senksi administrasi berupa kenaiken sebesar
25 % (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak di-
tambzh sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang
kurang atau terlembat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung se
jak saat terutangnya Pajak.

SIFDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di
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terbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambzhan =
jumlan Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi ad-
ministrasi berupa kenaikan sebesar 100 (seratus per
sen) dari jumlah kekurangan Pajek tersebut,

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ di
terbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama be-
sarnya dengen jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak
terutang dan tidek ada kredit Pajak.

Apabila kewajiban membayar Pajek terutang dalam SKPDK
3 dan SKPDKBT sebagaimana dimeksud pada ayat (2) hu -
ruf 2 dan b tidek atau tidak sepenuhnya dibayar dalam
jangka waktu yang telah ditentukan, ditegih dengan me
nerbitkan STPD ditambzh dengan sanksi administrasi be
rupa bunga 2 % (dua persen) sebulan,

Penambzhan jumlzh pejak yeng terutang sebagaimana di
maksud ayat (4) tidak dikenaken pada wajid pajak apa~
bila melaporkan sendiri sebelun dilakukan tindaken pe
meriksaan.

Pasal 12

Bentuk, jenis dan isi formulir yerg diperguneken dalam -
perhitungan dan penetapan pajak dan tata cara penyampaian
ditetapken oleh Kepala Daerah.

(1)

(2)

(3)

S4B VII
TATA CARA PiBAY ARAN
Pasal 13

Pembeyaren Pajek dilekukan di Xas Daerzh atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah sesuai waktu
yang ditentukan dalam SPTPD,SKPD, SK¥DI3B,SKFNBT  dan
STFD.

Apabila pembayaran Pajek dilakukan ditempat lain
yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak herus di setor
ke Kas Daerah selambat-lembatnya 1 X 24 jam atau

dalam jengka waktu yann ditentukan oleh Xepala Dae-
rah,

Pembayaran Pajak sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilekukan dengan menggunaken SSED.
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Pasal 14
(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

(2) Xepala Daerah depat memberikan persetujuan kepada Wa~
Jib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam waktu
tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentu -
kan,

(3) 4ngsuran Pembaya.an Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut
turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 i (dua persen)
sebulan dari jumlah Pajak yang belum ateu kurang di-
bayar,

(4) Kepada Daerah dapat memberikan persetujuen kepada Wa~
jib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai waktu
yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang di
tentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) se—
bulan dari jumlah Pajek $ang belum ataun kurang di-
bayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan memunda pemba-
yaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penun -
daan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
ditetapkan oleh Xepala Daerah,

Pasal 15

Setiap pembayaran Pajak sebagaiman dimaksud dalam pasal -

15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bu~

ku penerimaan,

Pasal 16
Bentuk, Jjenis, isi formulir pembayaran, tanda bukti pemba

yaran dan buku penerimean Pajak ditetapkan oleh Kepala
Daerah,

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAXK
Pasal 17

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagi
han Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran,

]
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2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Su=
g

rat Teguran ateu Surat Peringatan atau Surat lain

yang sejenis, Wajib Pajek harus melunasi Pajak  yang

texutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dikeluar -
kan oleh Pejabat.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah Pajak yeng masih harus dibayar tidak-
dilunasi dzlam jengka wakiu sebageimena ditentukan da
“lam Surat Teguran atau Surat Peringatan atan Surat la
in yeng sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar di-
tagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat
21 (aua puluh satu) hari sejek tanggal Surat Teguran-
atzu Surat Peringetan aten surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila Pajek yang harus dibayer tidak dilunasi dalam
jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuen Su-
rat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah lMe-
laksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitasn dan wajib Pajak belum , juga
melunasi utang Pajaknya setelah lewat 10 (sepylun)  hari
sejak tanggel pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Pe-
nyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan * tanggal
pelelangan kepada Kantor lelang legara.

" Pasel 21

Setelan Xantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggel jam
dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan -
dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi f ormulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan Fajak Daersh ditetapkan oleh Kepala
Daerah. -

]
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BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23
(1) Kepala Daersh berdasarken permohonan Wajidb FPajak dapat
memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Pajak

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembe~
basan Pajak sebagaimana dimeksud pada ayat (1) ditetap
kan oleh Kepala Daerah,.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEVMBATALAN, FENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURALGAN
SANKSI ADHINISTRAST
Pasal 24 ‘
(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permchonan Wa—

Jib Pajak dapat :

a, membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalghan hitung dan atau kekeliruan dalam penera~
pan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah,

b. lembatalkan atau mengurangkan ketetapan pajek  yang
tidak benar.

.

c. liengurangkan atau menghapus sanksi administrasi Leru
pa bunga, denda kenaikan pajak terutang dalam hal
sanksi itersebut dikenakan karene kekhilapen wajib
rajak atau buken karena kesalahannya,

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keteta-
pan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminis -
trasi atas SKPD, SXPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana
dimeksud pada ayat (1) harus disampaikan secars tertu-
1lis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dacrah atau Pejabat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDXB, SKPDKBT atau STPD dengan membe-
riken alasan yang jelas.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan
sejak surat permohonan sebagaimena dimaksud pada ayat.
(2)1 diterima, sudah harus memberikan keputusan,
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) ipabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebageimana di
maksud peda ayat (3) Kepala Daersh atau Pejabat ti -
dek memberikan keputusan, permchonan pembetulan, pem
batalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEDERATAN DAN BANDING
Pasal 25
) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Kepela Daerah atau Pejabat atas suatu @
a. SKPD
b, SEPDKB
ce SEPDRBT
d. SEPDILB
e, SHPDN

) Permohonan keberaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) herus disampaiakan cecara tertulis dalam sabasa
Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tang-
el SKPD, SK¥DKB, SXPDKBT, SKFDIB dan SKPDN dite
rima oleh wajib Pajaek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kecuali apabila Wejib Pajak dapat me-
mmjukan behwa jangka waktu itu tidek dapat dipe

nuhi karena keadasn diluar kekuasaannya.

) Zepala Daerah atau Pejabat dalem jangka waktu peling
Jama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permo-
honen keberatan sebagzimana dimaksud pada ayat (2)
giterima, sudeh memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat wakiu 12 (dua belas) bulan se-

bagaimana dimeksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau
Pejabat tidek memberikan keputusan, permohonan kebe-
raztan dianggap dibabulkan.

(5) Pengajuen keberatan sebagaimana dimaksud pada  ayat

(1) tidak menunde kewajiban membayar pajak.
Pasal 26

(1) Yajidb Pajak dapat mengajukan banding kepada Baden

Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan
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(2) Pengejusn banding sebegaimena dimeksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pa~-
sal 26 stau banding sebagaimena dimaksud dalam pasal 27
dixabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran-
pajek dikembaliken dengen ditambah imbalan bunga sebesar
2 i (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 {(dua puluh
empat) bulan.

BAB XII
PanGin s ALTEY KRl DIRAN PE-DAYARAN radak
Fasal 28

(1) wajid Pajek dapat mengajukan permohonan pengenbalien ~
ielelUihan pembayaran pajek kepada Kepala Daerah  atau
Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang - ku-
rangnya :

a. Nama dan Alemat wajib Pajak.

b, Pizsa Fajak.

¢c. Besarnya kelebihen pembayaran Fajak.
d. Alesan yang jelas,

(2) ¥epala Daerzh atau Pejabat dalem jangka waktu  paling
lama 12 (dua belas) bulan sejek diterimanya permohonan
pengenbalian kelebihan pembayaran pajak sepbagaimena di
rmeksud pada ayat (1) herus memberikan keputusan.

(3) Apatila jangke waktu sebesgeimena dimeksud pada  Ayat
(2) dilempeui Hepala Daerah atau Pejabat tidek memberi
Xan xeputusen, permohonen pengembalian kelebihan pemba
yaren Pajak dianggap dikabulkan dan SYPDLB harus diter
bitkan dalam jangka wektu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyal utang pajak lain, kele -
bihan pembayaran pajek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih da
hulu utang pajak dimeksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilarukan de—
lam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diferbitkan-
nye SX¥DIB dengan menerbitkan Surat Perintah HMembayar
Kelebihan Pajak (SPIiP).-
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(6) Apebila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dila~
kukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diter -
kannya SKPDLB, Ifepala Daerah atau Pejabat memberikan
imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlam-
batan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayarsan pajek diperhitungken dengan-
utang pajak lainnya sebegaimana dimaksud dalam pasal 29
ayat (4), pembzyarannya dilakukan dengan cara pemndah bu
luan juga berlaku sebagal bukti pembayaran.

BAB XIII

¥EDALUARSA

Pasal %0
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajek, kedaluarsa sete -
leh melampani jangka walctu 5 (1ima) tzhun terhitung -
sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib

Yajak melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan
Daerah,

(2) Kedeluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
b. ida pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidek langsung,
B4B XIV
YETEETUAN PIDANA
Pasal 31

(1) Wajidb Pajak yeng karena kealpannye tidak menyampaikan
SPTED atau mengisi dengan tidak benar ataw tidek leng
kap atau melampirkan keterangan yang tidak benar se
hingga merugiken keuangan daerah dapat dipidena  de-
ngan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tzhun atau
denda paling bﬂﬂya\ 2 (dua) kali jumlah padak teru -~
tang.

(2) vajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan =
SPIPD atau mengisi dengen tidak benar atau melampir -
kan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan ke
vangan daerah dapat dipidena dengan pidana penjara
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paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang.

Pasal 32

Tindak pidena sebagaimana dimaksud dalam pasal 32  tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh)tahun
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya lMasa Pajak
atau berskhirnya Bagian Tahun Pajak atan berakhirnya Ta-

hun Pajzk.
' BAB XV
PSNY IDIKAN
Pasal 33
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan —

(2)

Pemerintzh Daerah diberi wewenang khusus sebagai Pe —
nyidik untuk melakuken penyidiken tindak pidena ai
bidang Ferpajakan Dazerah sebagaimana dikeksud dalam
Undang-undeng Fomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidena.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adaleh :

2. lenerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kete—
rangen atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
dibidang Perpajaken Daerah zgar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b, Ieneliti, mencari den mengumpulkan keterangan me-
ngenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakuken sehubungan dengan tindak
vidana Perpajakan Dazerah tersebut,.

¢, reminta keterangan dan bahan bukti dari orang pri~
badi atau Badan sehubungan dengan tindak pidena
dibidang Ferpajesken Daerzh,

d. lMemeriksa buku-buku, cataten-cetatan dan dokumenw—
doxumen lain berkenasn dengan tindak pidana ai
bidang Perpajakan Daerzh,

€. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatasten dan dokumen — dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap behan
bukti tersebut,
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f. Feminta bantuan tenaga ahli dalem rengka pelaksa-
naan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Per-
pajakan Daersh.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggal —
xan ruangan atau tempat pada saal pemeriksaan se.
deng berlangsung dan memeriksa identitas orang -
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pa
da huruf e.

=3

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak -
pidana Perpajeken Daerah.

i, Hemanggil orang untuk didengar keterangennya® dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

j. Menghentikan penyidikan.

k. lMelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelance-
ran penyidikan tindak pidana dibidang = Perpajakan
Daerzh menurut huikum yang depat diperiangguns -
jawabkan,

(3) Penyidik sebzgaimana dimeksud pada ayat (1) memberita
nukan dimulainya penyidikan den menyanpaikan hesil
peryidikannya kepada Penuntut Umum, sesual dengan ke-
tentuan yang diatur delem Undang-undang lomor 8 Tehun
1981 tentang Hukum scara Fidana.

BAB AVI
KOTESNTUAN FSHUTUP
Pasal 34

Peleksanazn Peraturan Dzersh ini ditetapkan oleh FKepzle
Daerah,
Pasal 36

Peraturan Dzerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang
kan.

Ager orang dapat mengetazhuinya, memerintahkan rengundu -
ran Feraturan Daereh ini dengan penempatannya dalam
lembaran Daerah Kotamadya Daerzh Tingkat II Pangkal -
pinang.
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